ZAS\Y

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2018

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana

pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Tahun 2018 dan guna memastikan
pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu
dan berkesinambungan serta memberi pedoman
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2018;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan
Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu menyusun dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2018;



Mengingat

—

6.

8.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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14.

15.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 75);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 79);



Menetapkan :
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16. Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2018 merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang disusun dengan
memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu
indikatif yang disusun dalam Rancangan RPJMD.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan: Latar Belakang, Dasar
Hukum  Penyusunan, Hubungan Antar
Dokumen, Sistematika, Maksud dan Tujuan;

b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan: Kondisi Umum Daerah, Capaian
Kinerja Pembangunan Daerah, Telaah Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD,
dan Permasalahan Pembangunan Daerah;



-5 -

c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
dan Kebijakan Keuangan Daerah: Arah
Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah;

d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah: Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tahun 2018, dan Prioritas dan Program
Pembangunan Tahun 2018;

e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah; dan

f. Bab VI Penutup,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow  Utara Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

a.

(1)

(2)

(3)

pedoman bagi Pemerintah  Daerah  dalam
menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
Anggaran 2018; dan

pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan
kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing-masing program/kegiatan.

Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan
anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah berakhirnya triwulan  yang
bersangkutan.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
ttd
DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 17
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen RKPD dimuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah,
prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
Disamping menjabarkan atau berpedoman pada RPJMD, dalam
penyusunan RKPD kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Provinsi dengan maksud untuk
mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan
kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Tahun 2018 merupakan tahun ke-lima pada periode RPJMD
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2018. Pada tahun
ini, semua target kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah
untuk dievaluasi dengan focus percepatan capaian target yang belum
tercapai. Berkaitan dengan hal itu, RKPD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara harus mampu menjawab permasalahan-
permasalahan yang belum mampu terjawab pada tahun sebelumnya.
Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk
mewujudkan rencana kerja pembangunan yang baik, komprehensif dan
aplikatif dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2018
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Tahun 2014-2018.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme
penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018
dilaksanakan  melalui mekanisme Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2017. Proses Musrenbang
dilaksanakan secara berjenjang dimulai pada tingkat desa, kecamatan
dan pada tingkat kabupaten termasuk didalamnya penyelenggaraan
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum-SKPD). Selanjutnya,
untuk mengawal usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga berperan serta
aktif dalam Forum-SKPD Provinsi Sulawesi Utara, Musrenbang Daerah
Provinsi Sulawesi Utara dan Musrenbang Nasional.
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RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat. Realisasi dari perencanaan dituangkan dalam RKPD
Tahun 2018 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2018.

Sesuai ketentuan, proses penyusunan RKPD Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 melibatkan semua pemangku

kepentingan (stakeholder). Secara rinci RKPD Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Tahun 2018 disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Bapelitbang menyiapkan Rancangan Awal RKPD;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja
(Renja) sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada
Rancangan Awal RKPD;

3. Bapelitbang mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD
dengan menggunakan Renja-SKPD;

4. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi pelaksanaan Musrenbang
RKPD;

5. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-

unsur penyelenggara pemerintahan beserta para pemangku

kepentingan (stakeholder);

Bapelitbang menyelenggarakan Musrenbang RKPD;

7. Bapelitbang menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil
Musrenbang RKPD; dan

8. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati).

o

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018; dan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 81).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan, terdapat
hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya, yaitu:

1. Hubungan RKPD dengan RPJMD
Dokumen RPJMD dijabarkan kedalam RKPD sebagai dokumen
operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi
makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran
pembangunan dan rencana program = kegiatan = prioritas
pembangunan daerah.

2. Hubungan RKPD dengan Renja-SKPD
Dokumen RKPD sebagai pedoman penyusunan dan penetapan
Renja-SKPD. Selanjutnya Renja-SKPD digunakan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

1.4. Sistematika Dokumen

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan antar Dokumen

1.4. Sistematika Dokumen

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
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2.1. Kondisi Umum Daerah

2.2. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.3. Telaah Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA  EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018
4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2018
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian
dan mensinergikan program pembangunan daerah;

2. Sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja
dan RKA SKPD;

3. Sebagai pedoman dan acuan bagi TAPD dan Banggar DPRD dalam
menyusun Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2018.
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kondisi umum daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
dapat dilihat dari 3 (tiga) Aspek pencapaian sebagai ukuran
keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut
yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik
lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan
wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi,
antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi
masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu
di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

A. Aspek Geografis

Gambaran umum pada aspek geografis akan menjelaskan
tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi
geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan
lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki luas wilayah
185.686 ha (1.856,86 km?2) + 12.3% dari luas Sulawesi Utara dengan batas
wilayah sebelah utara dengan Laut Sulawesi, sebelah timur dengan
Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelah selatan dengan Provinsi Gorontalo
dan sebelah barat dengan Provinsi Gorontalo. Secara administrasi
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 6 (enam) Kecamatan,
secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Jumlah
Kecamatan Desa/Kelurahan Luas (Km?)

Kecamatan Sangkub 16 567,85
Kecamatan Bintauna 15/1 348,94
Kecamatan Bolangitang Timur 20 445,64
Kecamatan Bolangitang Barat 18 293,75
Kecamatan Kaidipang 15 85,09
Kecamatan Pinogaluman 22 115,59

Jumlah 106/1 1.856,86

Sumber : Litbang Bappeda, 2016



2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu bagian
dari Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 0°-30° 1°-0’ Lintang Utara
dan 123°-124° Bujur Timur. Luas wilayah 185.686 ha (1.856,86 km?2) *
12.3% dari luas Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
dilalui oleh jalan Trans Sulawesi di pesisir pantai Utara kabupaten
Bolaang Mongondow dimana jalan ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas
barang dan orang dari dan ke daerah Minahasa, Manado dan Bitung
disebelah timur dan Provinsi Gorontalo disebelah Barat.

3. Topografi

Adapun kondisi topografi tanah di Bolaang Mongondow Utara
datar sampai berombak (25%), berombak sampai berbukit (40%)
dengan keadaan tanah yang tergolong subur. Secara umum kondisi
topografi tanah di kecamatan Sangkub rata dan yang berbukit di desa
Sidodadi hingga 170 m dpl dan desa Pangkusa hingga 50 m dpl. Di
kecamatan Bintauna pada umumnya rata dan yang berbukit hanya di
desa Mome dan Huntuk s/d 8 m dpl. Di kecamatan Bolangitang Timur
juga sebagian besar dataran kecuali desa Mokodidek berbukit + 60 m
dpl dan desa Biontong £+ 18 m dpl. Wilayah berbukit juga terdapat di
desa Solo dan Komus Dua kecamatan Kaidipang £ 15 m dpl, dan desa-
desa Komus satu dan Batu Tajam Kecamatan Pinogaluman #25 m dpl
diatas permukaan laut. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh
lima faktor yaitu: iklim, bahan induk, topografi, organisme, dan waktu.
Diantara lima faktor tersebut, bahan induk dan topografi tampaknya
berpengaruh lebih dominan, sehingga dijumpai sifat-sifat tanah yang
bervariasi.

Faktor iklim yang cukup kering, pengaruhnya relatif seragam
untuk seluruh daerah penelitian. Tanah-tanah di daerah penelitian
terbentuk dari bahan induk aluvium/endapan, marin, alluvium &
koluvium, breksi dan batu pasir, lavilli, abu dan batuapung, breksi dan
lava, tufa, dan breksi andesit, pada kondisi iklim basah dengan bentuk
wilayah datar hingga bergunung. Ketiga faktor tersebut sangat
berpengaruh terhadap proses pembentukan dan sifat-sifat tanahnya.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan ditunjang oleh data
analisis laboratorium, tanah-tanah di daerah penelitian dapat
diklasifikasikan ke dalam empat ordo, yaitu: Entisols, Inceptisols,
Andisols, Mollisols, Alfisols, Ultisols, dan Oxisols.

4. Geologi dan Geomorphologi

Berdasarkan peta geologi bersistem Indonesia skala 1: 250.000
lembar Kotamobagu dan Siau 2316 dan 2317 (Puslitbang Geologi,
1997) daerah penelitian terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:
aluvium dan endapan pantai (Qal) berupa pasir, lempung, lumpur,
kerikil, dan kerakal. formasi tinombo fasies sedimen (Tets) berupa
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serpih dan batupasir dengan sisipan batugamping dan rijang. batuan
gunungapi bilungala (Tmbv) berupa breksi, tuf dan lava bersususnan
andesit, dasit, dan riolit. diorit bone (Tmb) berupa diorit kuarsa, diorit,
granodiorit dan granit. formasi tinombo fasies gunungapi (Tetv) berupa
lava basalt, lava andesit, selingan batupasir hijau, batulanau hijau,
sedikit konglomerat, batugamping merah dan kelabu. anggota
batugamping formasi tapadaka (Tmtl) berupa batugamping kelabu
terang pejal, mengandung pecahan batuan gunungapi hijau. Dan
formasi tapadak (Tmts) berupa batupasir, grewake, batpasir
terkersikan, dan serpih.

Bahan induk tanah dapat dibedakan ke dalam 4 macam, yaitu
bahan aluvium, aluvio-koluvium, batuan sedimen, dan bahan volkan.
Bahan aluvium terdiri dari liat, pasir, dan kerikil/batu. Batuan
sedimen terutama batupasir, batulanau, batugamping, dan serpih,
sedangkan bahan volkan yaitu tuf, breksi, lava andesit-basalt, abu,
lapili, bom dan batuan ultramafik.

Hasil identifikasi bentuk morfologi DAS Sangkup Langi tergolong
kategori DAS memanjang dengan nilai Rc 0,25. Bentuk lahan atau
geomorfologi merupakan salah satu parameter dalam karakteristik
morfologi DAS yang sangat mempengaruhi perilaku hidrologi DAS
seperti debit puncak, besar run off yang pada akhirnya menentukan
besar simpanan air tanah.

5. Hidrologi
Secara hidrologis, wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Utara
termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Sangkup Langi.

Luas SWP DAS Sangkub Langi adalah 287.019 Ha, yang terbagi dalam

8 SWP Sub DAS, yaitu:

a. SWP Sub DAS Ayong, memiliki luas 32.902 Ha yaitu sekitar 11.46%
dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Ayong memiliki 8
sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi. Di
antaranya adalah sungai Ayong, Modapaan, Pangi, Sauk, Bayabuta
dan Baturapa. Sungai Ayong dipilih menjadi sungai utama karena
memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.

b. SWP Sub DAS Biontong, memiliki luas 21.333 Ha yaitu sekitar 7.43
% dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biontong
memiliki 6 sungai yang secara individual mengalir ke Laut
Sulawesi. Diantaranya adalah sungai-sungai Bohabak, Biontong,
Mome, dan Nono. Sungai Biontong dipilih menjadi sungai utama
karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang
lainnya.

c. SWP Sub DAS Biyou, memiliki luas 42.906 Ha yaitu sebesar
14.95% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biyou
memiliki outlet pada sungai Sangkub. Sungai Biyou merupakan
cabang sungai dari sungai Sangkub.
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SWP Sub DAS Bolangitang, memiliki luas 53.691 Ha yaitu sebesar
18.71% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS
Bolangitang memiliki 16 sungai yang secara individual mengalir ke
Laut Sulawesi. Diantaranya adalah sungai Keakar, sungai Nunuka,
sungai Saleo, dan Sungai Bolangitang. Sungai Bolangitang dipilih
menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang
terpanjang diantara yang lainnya.

SWP Sub DAS Gambuta, memiliki luas 35.061 Ha yaitu sebesar
12.22% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Gambuta
memiliki outlet pada sungai Sangkub. Sungai Gambuta merupakan
cabang sungai dari sungai Sangkub.

SWP Sub DAS Lolak, memiliki luas 20.582 Ha yaitu sebesar 7.17%
dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 3 sungai pada SWP
Sub DAS Lolak yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu sungai
Dulangon, sungai Motobang, dan sungai Lolak. Sungai Lolak dipilih
menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang
terpanjang diantara yang lainnya.

SWP Sub DAS Maelang, memiliki luas 15.715 Ha yaitu sebesar
5.48% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 22 sungai pada
SWP Sub DAS Maelang yang mengalir menuju Laut Sulawesi
diantaranya sungai Pangi, sungai Domisil, sungai Moilobai, sungai
Posyanga, sungai Bolangat, dan sungai Maelang. Sungai Maelang
dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang
terpanjang diantara yang lainnya.

SWP Sub DAS Sangkub, memiliki luas 64.830 Ha yaitu sebesar
22.59% dari total luas DAS Sangkub Langi. Hanya terdapat satu
sungai pada SWP Sub DAS Sangkub yang mengalir menuju Laut
Sulawesi yaitu sungai Sangkub.

Klimatologi
Berdasarkan hasil analisis data curah hujan menurut bulan

yang tersebar di wilayah Bolaang Mongondow Utara, curah hujan
tertinggi terjadi pada bulang Januari yakni 471,80 mmS3 dengan
intensitas hari hujan selama 7 hari, sementara curah hujan terrendah
terjadi pada bulan Juli yakni 17,00 mm3 dengan intesitas hari hujan
selama 2 hari:

Tabel 2.2 Rata-rata curah hujan menurut bulan di Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara tahun 2015

Bulan Curah hujan rata-rata Hari
(mm/bln) Hujan
Januari 471,80 7
Februari 309,50 14
Maret 51,40 8

April 94,90 S
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Bulan Curah hujan rata-rata Hari
(mm /bln) Hujan
Mei 54,40 7
Juni 189,40 11
Juli 17,00 2
Agustus - 0
September - 0
Oktober 30,00 2
November 260,7 14
Desember 202,3 13

Sumber: Kab.Bolmut dalam angka 2016.

7. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara dibedakan ke dalam penggunaan pertanian dan non-pertanian.
Penggunaan pertanian terdiri dari (a) sawah (irigasi dan tadah hujan),
(b) tegalan/belukar, (c) kelapa, (d) kelapa belukar, (e) belukar hutan,
dan (f) kebun campuran. Penggunaan non-pertanian terdiri atas: (a)
bakau, (b) hutan, belukar, (c) hutan, (d) pemukiman, dan (e) badan air.

Penggunaan lahan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 — 2033, rencana pola
pemanfaatan ruang meliputi: Kawasan lindung yakni kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; dan
Kawasan Budidaya yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Tabel 2.3 Ketersediaan Lahan Budidaya dan Non Budidaya
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Fungsi Ha %
Sawah dan Ladang 41,225 22,2
Kebun Campuran 45,101 24,3
Permukiman 2,246 1,2
Kawasan Lindung dan Hutan 97,114 52,3
Total 185,686 100

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bolmut

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi
wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan
budidaya seperti hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan,
pertambangan, industri, pariwasata, permukiman dan lain-lain dengan
berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
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1. Rencana Kawasan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan
hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan
hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi tetap
terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan
Pinogaluman dengan luasan kurang lebih 3.846 Ha. Kawasan hutan
produksi terbatas terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna,
Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman
dengan luasan 58.091,38 Ha. Kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi terdapat di kecamatan Sangkub dan Bintauna dengan
luasan kurang lebih 15.988 Ha.

2. Rencana Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat direncanakan pada lahan-
lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-
tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah,
penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis.
Kawasan ini terdapat di Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan
Pinogaluman, Bolangitang Barat dan Kaidipang kurang lebih 36.844 Ha.

3. Rencana Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan pertanian
tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan
perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman
pangan terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur,
Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi,
yakni:
a. Padi seluas kurang lebih 8.240 Ha;

b. Sagu seluas kurang lebih 45 Ha;
c. Jagung seluas kurang lebih 3.229 Ha;
d. Ubi kayu seluas kurang lebih 289 Ha; dan

®

Ubi jalar seluas kurang lebih 224 Ha.

Kawasan pertanian tanaman pangan di kecamatan Sangkub,
Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan
Pinogaluman ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B), dengan luasan kurang lebih 13.724 Ha. Kawasan
pertanian hortikultura terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna,
Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman,
memanfaatkan sebagian lahan sawah yang ada dengan komoditi,
yakni:

a. kacang panjang seluas kurang lebih 86 Ha;

b. cabe seluas kurang lebih 329 Ha;
c. tomat seluas kurang lebih 49 Ha;
d. terong seluas kurang lebih 69 Ha;

®

kedele seluas kurang lebih 184 Ha;
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kacang tanah seluas kurang lebih 592 Ha;
kacang hijau seluas kurang lebih 516 Ha;

buncis seluas kurang lebih 11 Ha;

ketimun seluas kurang lebih 85 Ha; dan

mangga, duku/langsat, durian, pisang dan matoa.

Kawasan pertanian perkebunan terdapat di kecamatan
Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang
dan Pinogaluman, dengan komoditi yakni:
kelapa seluas kurang lebih 17.065 Ha;
cengkeh seluas kurang lebih 278 Ha;
pala seluas kurang lebih 131 Ha;
kopi seluas kurang lebih 123 Ha;
kakao seluas kurang lebih 4735 Ha;
aren seluas kurang lebih 172 Ha; dan
kelapa sawit seluas kurang lebih 17.500 Ha,

Kawasan peternakan terdapat di hampir semua kecamatan yang
terdiri atas:

a. ternak besar, meliputi sapi dan kuda;

b. ternak kecil, meliputi Babi dan Kambing; dan

c. ternak unggas meliputi ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras
dan itik.

Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian, berupa

Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman.

it e a1 e B
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4. Rencana Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan
peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan
budidaya, kawasan pengolahan ikan, Kawasan pangkalan pendaratan
ikan dan Kawasan cadangan dan konservasi perairan. Kawasan
peruntukan perikanan tangkap tersebar di enam Kecamatan

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kawasan peruntukan budidaya

perikanan terdiri dari:

a. budidaya perikanan air laut maupun air payau terdapat di
kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Timur dan
Bolangitang Barat dengan budidaya diantaranya keramba jaring
apung, rumput laut dan teripang; dan

b. budidaya perikanan air tawar terdapat di enam kecamatan.

Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Desa

Kuhanga kecamatan Bintauna dengan bentuk pengolahan utama yaitu

ikan asap dan di Desa Tanjung Sidupa, Tombulang dan Buko

Kecamatan Pinogaluman, dengan bentuk pengolahan utama yakni ikan

asin. Kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) terdapat di Boroko

kecamatan Kaidipang, Kecamatan Pinagoluman dan Kecamatan

Sangkub sebagai prasarana kawasan peruntukan perikanan. Kawasan

cadangan dan konservasi perairan diarahkan di sebagian kawasan
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perairan di Kecamatan Pinagoluman dan Kecamatan Sangkub.
Kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di
kecamatan Sangkub dan Pinogaluman ditetapkan sebagai kawasan
minapolitan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

5.

Rencana Kawasan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan

peruntukan pertambangan mineral logam, non logam dan batuan dan
kawasan peruntukan pertambangan panas bumi. Kawasan peruntukan
pertambangan mineral logam terdiri atas:

a.

kawasan pertambangan emas tersebar di wilayah pertambangan
emas dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di kecamatan
Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat,
Kaidipang dan Pinogaluman;

tembaga dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa
Tuntung Kecamatan Pinogaluman;

mangan dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Tanjung
Buaya Desa wakat Kecamatan Bolangitang barat;

biji besi dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa
Wakat, Tote, Mokoditek dan Iyok kecamatan Bolangitang Timur dan
kecamatan Bolangitang Barat; dan

pasir besi dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa
Bintauna kecamatan Bintauna dan di Desa Busisingo kecamatan
Sangkub.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan
terdiri atas:

A.

B.

lanau (tanah liat) dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di
enam kecamatan;

graywacke (pemadatan pasir yang halus) dengan kriteria eksplorasi
terindikasi dan terukur terdapat di enam Kecamatan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara;

pasir kwarsa dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa
Inomunga Kecamatan Kaidipang;

. andesit (batu pasang) dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di

Desa Inomunga Utara kecamatan Kaidipang, Desa Wakat
Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Komus [ Kecamatan
Pinogaluman, dan Desa Pontak kecamatan Kaidipang;

sirtu dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga,
Desa Pontak Kecamatan Kaidipang, Desa Paku kecamatan
Bolangitang Barat, Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur,
Desa Busato kecamatan pinogaluman dan Desa Huntuk Kecamatan
Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; dan
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F. batu granit dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa
Inomunga kecamatan Kaidipang dan di Desa Ollot Kecamatan
Bolangitang Barat.

G. Kawasan pertambangan yang sudah diciutkan dan/atau kawasan
bebas tambang oleh kontrak karya/kuasa pertambangan dapat
dijadikan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria eksplorasi terindikasi
terdapat di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat.

6. Rencana Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan
industri besar, kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan
peruntukan industri rumah tangga. Untuk Kawasan peruntukan
industri besar yaitu rencana:

a. industri pengolahan kopra dan minyak kelapa di Kecamatan
Bolangitang Timur; dan

b. industri pengolahan ikan di Kecamatan Pinogaluman.

Untuk Kawasan peruntukan industri sedang yaitu rencana
industri pembuatan balok es dan cool storage di kecamatan
Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur,
Sangkub dan Bintauna. Kawasan peruntukan industri rumah tangga
diantaranya meliputi:

a. industri kecil Nata de Coco di Kecamatan Pinogaluman, Kaidipang

dan Bolangitang Timur;

industri pengolahan biji kopi di Kecamatan Bolangitang Barat;

industri pembuatan kerupuk dan bakso ikan di Kecamatan Pinogaluman,;

industri pembuatan ikan teri di Kecamatan Pinogaluman;

industri anyaman rotan di Kecamatan Bintauna;

industri pembuatan kursi bambu dan kerajinan di Kecamatan

Pinogaluman;

g. industri pembuatan batu bata dan batako di Kecamatan Bintauna,
Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Barat, Bolangitang Timur;

h. industri pembuatan gula merah/gula aren di Kecamatan Bintauna
dan Pinogaluman, Kecamatan Kaidipang;

i. industri pengolahan rumput laut dan teripang di Kecamatan
Pinogaluman, Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan
Bolangitang Timur; dan

j- Industri Pengolahan Kelapa di Kecamatan Bolangitang Timur,
Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Pinogaluman.

"o Qo0 o

7. Rencana Kawasan Pariwisata

Kawasan Wisata, merupakan kawasan yang dominasi
pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Sesuai
dengan potensi yang dimiliki, kawasan pariwisata Kabupaten Bolaang
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Mongondow Utara direncanakan terdiri atas kawasan peruntukan
pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan
peruntukan pariwisata buatan dengan sebaran objek wisata. Kawasan
peruntukan pariwisata budaya meliputi:

a.
b.

d.

situs budaya Rumah Raja Komalig yang berada di Kaidipang;
makam raja-raja Bintauna (Jere) yang berada di Desa Pangkusa,
Kecamatan Sangkub;

makam Raja-Raja Kaidipang (Jere) yang berada di Desa Kuala
Utara, Kecamatan Kaidipang; dan

makam Raja Bolangitang yang terdapat di Kecamatan Bolangitang Barat.

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

a.

o

B R oW o)

n.

Taman Nasional Dumoga Nani Warta Bone, di sebagian Kecamatan
Sangkub dan Bintauna;

Pantai Batu Pinagut yang berada di Desa Boroko, Kecamatan
Kaidipang;

Pulau Bongkil yang berada di Kecamatan Pinogaluman;

Pantai Air Belanda yang berada di Kecamatan Kaidipang;

Pantai Bintauna yang berada di Desa Talaga, Kecamatan Bintauna;
Pantai Kuhanga yang berada di Desa Kuhanga, Kecamatan
Bintauna;

Pantai Busisingo yang berada di Desa Busisingo, Kecamatan
Sangkub;

Pantai Tanjung Dulang yang berada di Desa Inomunga Utara,
Kecamatan Kaidipang;

Pulau Damar di Boroko kecamatan kaidipang;

Pulau Keramat di Kecamatan Pinogaluman;

Pantai Tanjung Haji dan Batu Buaya yang berada di Kecamatan
Bolangitang Barat;

Pantai Batu Meja yang berada di Desa Sampiro, Kecamatan
Sangkub;

. Air Terjun Pinosaula yang berada di Desa Huntuk, Kecamatan

Bintauna; dan
Air Terjun Pontak Kecamatan Kaidipang.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:

a.

b.

Bendung Sangkub yang berada di Desa Pangkusa Kecamatan
Sangkub;

Bendung Pontak yang berada di Desa Pontak, Kecamatan
Kaidipang;

Bendung Busato yang berada di Desa Busato, Kecamatan
Pinogaluman; dan

Bendung Paku yang berada di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang
Barat.
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8. Rencana Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman, adalah kawasan yang pemanfaatannya
untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari kawasan perumahan yang
dibangun oleh penduduk sendiridi bangun oleh perusahaan
pembangunan perumahan dan dibangun oleh pemerintah.

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan
peruntukan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan
permukiman perdesaan dan kawasan peruntukan untuk permukiman
baru. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:

a. klaster Bolangitang — Boroko - Pinogaluman;

b. kawasan ibukota kecamatan; dan

c. rencana pengembangan diarahkan di kecamatan Pinogaluman,
Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna
dengan luasan pengembangan kurang lebih 2.710 Ha.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi:

a. kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2;

b. kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan
Pinogaluman; dan

c. pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar
di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kawasan permukiman baru terdapat di:

a. kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2;

b. kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan
Pinogaluman; dan

c. pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar
di seluruh wilayah kabupaten.

9. Rencana Kawasan Peruntukan Lainnya

Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya dapat dilaksanakan
apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan
tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana
diatur dalam Perda RTRW, dan setelah ada kajian komprehensif dan
mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya
mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara. Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas: (a) kawasan
peruntukan pendidikan; (b) kawasan peruntukan ibadah; (c) kawasan
peruntukan perdagangan dan jasa; (d) kawasan peruntukan kesehatan;
(e) kawasan peruntukan pemerintahan; (f) kawasan peruntukan Taman
Pemakaman Umum (TPU); (g Kawasan peruntukan Taman Makam
Pahlawan (TMP); (h) kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi; (i)
Kawasan Pemerintahan; (j) Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan
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lingkar luar; (k) Kawasan resting area; dan () kawasan peruntukan
pertahanan dan keamanan.

Kawasan peruntukan pendidikan yang dimaksud yaitu rencana
pembangunan fasilitas pendidikan tinggi yang terletak di Kecamatan
Kaidipang dan fasilitas pendidikan tinggi lainnya tersebar di wilayah
lain sesuai kebutuhan. Kawasan peruntukan ibadah pembangunannya
tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Kawasan peruntukan
perdagangan dan jasa terdiri atas:

a. kawasan perdagangan skala besar diarahkan di sepanjang koridor
jalan Kaidipang;

b. kawasan perdagangan skala kecil hingga menengah di sepanjang
Koridor Jambusarang, Bolangitang, Kuala dan Boroko;

c. pasar tradisional (manajemen modern) diarahkan dengan
mempertahankan pasar di Bolangitang dengan sistem operasional
yang bersifat temporer (2 hari dalam 1 minggu);

d. rencana pengembangan pasar baru terkait dengan rencana terminal
tipe A di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang; dan

e. pasar tradisonal lainnya tersebar di setiap ibu kota kecamatan.

Kawasan peruntukan kesehatan terdiri atas peruntukan untuk
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Bolangitang
Barat di Desa Talaga Tomoagu. Kawasan peruntukan pemerintahan
terdiri atas: kawasan Pusat Pemerintahan, pemerintahan pendukung
dan pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan.

a. kawasan peruntukan pusat Pemerintahan diarahkan pada
Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko; dan

b. kawasan peruntukan Pemerintahan  Desa/kelurahan dan
kecamatan diarahkan pada masing- masing Desa/kelurahan dan
kecamatan.

Kawasan peruntukan TPU terdiri atas TPU skala besar yang
diupayakan terpusat pada satu atau dua lokasi dengan perkiraan
kebutuhan luasan lahan sesuai standar dan perhitungan per
penduduk yaitu 11,447 m2/unit lahan pemakaman dan TPU skala
kecil yang dapat tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan
ketentuan satu (1) TPU untuk satu (1) atau dua (2) Desa/kelurahan.
Kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) dibutuhkan lahan 4 Ha
diarahkan di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang. Kawasan
peruntukan olahraga dan rekreasi ditujukan untuk memberikan
kesegaran pada kota, dan netralisasi polusi udara sebagai paru- paru
kota dan sarana hiburan serta rekreasi olahraga masyarakat, terdiri
dari:
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a. kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi skala kabupaten
diarahkan di lapangan kembar Boroko Kecamatan Kaidipang
tepatnya di Boroko;

b. kawasan peruntukan Olahraga dan Rekreasi lainnya skala
Kecamatan diarahkan pada masing-masing kecamatan (Desa dan
kelurahan) yang memiliki potensi lapangan dan ruang terbuka;

c. rencana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) di Boroko Timur
Kecamatan Kaidipang; dan

d. rencana hutan kota diarahkan di Kecamatan Kaidipang dan
bolangitang.

Kawasan Pemerintahan meliputi pusat pemerintahan di Boroko,
Kecamatan Kaidipang. Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan
lingkar luar di Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang Barat. Kawasan
resting area desa Kuala Utara. Kecamatan Kaidipang dan Desa Sampiro
Kecamatan Sangkub. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
meliputi:

a. Rencana pembangunan kawasan pangkalan (LANAL) TNI AL di
Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur;

b. Rencana Pembangunan Posal (Pos TNI AL) di desa Tuntung
Kecamatan Pinogaluman dan Pulau Bongkil;

c. Rencana lokasi kawasan latihan Militer Angkatan Darat diarahkan

di Kecamatan Sangkub;

Rencana lokasi markas Kodim di Boroko Kecamatan Kaidipang;

Rencana lokasi Polres di Boroko Kecamatan Kaidipang;

f. Markas Koramil (Komando Rayon Militer) berada di kecamatan-
kecamatan di wilayah kabupaten; dan

g. Polsek (Kepolisian Sektor) di setiap kecamatan di wilayah
kabupaten.

o o

C. Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan karakteristik
wilayah tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana alam dengan
didominasi bencana banjir dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana
alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan abrasi
pantai dan gelombang pasang, kawasan rawan abrasi tebing sungai,
kawasan rawan banjir.
Kawasan rawan tanah longsor tersebar pada:
a. Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub;
b. Desa Bohabak IV di kecamatan Bolangitang Timur;
c. Desa Inomunga, Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang dan Desa
Komus I di kecamatan Pinogaluman; dan
d. Desa Iyok, Tote, Desa Paku, desa Goyo Kecamatan Bolangitang
Barat.
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Kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang terdapat:

a.

b.

Desa Sangtombolang, Desa Busisingo dan Desa Sampiro di
Kecamatan Sangkub;

Desa Minanga, Desa Voa’a, Desa Talaga, Desa Bintauna Pantai dan
Desa Kuhanga di kecamatan Bintauna;

Desa Biontong I, Desa Binjeita II, Desa Bohabak II di Kecamatan
Bolangitang Timur;

Desa Wakat, Desa Tote, Desa Iyok, Desa Bolangitang, Desa
Bolangitang I, dan Desa Bolangitang II di Kecamatan Bolangitang
Barat;

Desa Kuala Utara, Desa Solo dan Desa Inomunga Utara di
kecamatan Kaidipang; dan

Desa Buko, Desa Dengi, Dalapuli Timur, Dalapuli Barat, Dalapuli,
Desa Tuntung dan Desa Tanjung Sidupa di Kecamatan
Pinogaluman.

Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di:

a.

b.

Desa Nunuka, Desa Biontong, Desa Bohabak II dan Desa Saleo di
kecamatan Bolangitang Timur;

Desa Sonuo, Paku, Paku Selatan, Desa Ollot, Ollot Satu, Ollot Dua
dan Desa Jambusarang, Wakat dan Desa Bolangitang Dua di
Kecamatan Bolangitang Barat;

Desa Busisingo, Desa Sang dan Desa Sampiro Kec. Sangkub; dan
Desa Tuntulow, Batubantayo, Kayuogu dan Busato Kecamatan
Pinogaluman.

Kawasan rawan banjir terdapat:

a.
b.
C.

Desa Pangkusa di Kecamatan Sangkub;

Desa Bunia, Desa Kuhanga dan Desa Kopi di kecamatan Bintauna;
Desa Binuanga, Desa Binjeita, Binjeita dua, Nunuka, Desa Bohabak
IV dan Desa Biontong di kecamatan Bolangitang Timur;

Desa Sonuo, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa
Paku, Desa Jambusarang, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I
dan Desa Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat;

Desa Pontak dan Desa Bigo Selatan di kecamatan Kaidipang; dan
Desa Dalapuli, Batubantayo, Kayuogu dan Busato Kecamatan
Pinogaluman.

D. Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara pada tahun 2015 sebesar 76.331 jiwa atau
mengalami pertumbuhan sebesar 1,38% dibanding tahun 2014 yang
tercatat sebesar 75.290 jiwa. Persebaran penduduk jika dilihat dari
jumlah penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami
kepadatan penduduk yang tidak merata.
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Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Per Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan Pen d{lljirlrlli{ailliwa) Luas (Km? Kepadatan
Kec. Sangkub 9.870 567,85 17,06
Kec. Bintauna 12.343 348,94 35,60
Kec. Bolangitang Timur 13.903 293,75 46,69
Kec. Bolangitang Barat 15.445 445,64 34,07
Kec. Kaidipang 14.451 85,09 164,90
Kec. Pinogaluman 10.319 115,59 88,68

Jumlah 76.331 1.856,86 40,55

Sumber : Bolmut Dalam Angka 2016

Sedangkan jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk
berdasarkan gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2 (dua)
tahun terakhir ini masih didominasi oleh penduduk laki-laki meskipun
mengalami sedikit penurunan proporsi, terlihat dari tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Seusia Jenis Kelamin Tahun 2012-2015

Jenis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kelamin (Jiwa) (Persen) (Jiwa) (Persen) (Jiwa) (Persen) (Jiwa)  (Persen)
Laki-Laki 36.622 51.20 36.658 51.22 38.612 51,28 39.102 51,23
Perempuan 34.908 48.80 34.912 48.78 36.678 48,72 37.229 48,77
Jumlah 71.530 100 71.570 100 75.290 100,00 76.331 100,00

Sumber : Bolmut Dalam Angka 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek  kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek
kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2)
aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek
kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-
masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2016
adalah sebagai berikut:

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada
beberapa indikator utama ekonomi sebagai berikut:
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1. Pertumbuhan PDRB

Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam
menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode
tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan
untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh factor
produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur
perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Tabel 2.6

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

Tahun 2012 - 2016

Kate

_gori Lapangan Usaha Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
A Pertanian, 600.483,50 667.438,60 734.170,70 813.990,10 902.875
Kehutanan, &
Perikanan
B Pertambangan & 128.079,50 150.648,00 173.869,90 189.542,10 215.524
Penggalian
Cc Industri 39.064,20 43.370,30 48.092,80 55.813,60 61.515
Pengolahan
D Pengadaan Listrik 457,60 514,00 552,00 648,90 739
& Gas
E Pengadaan Air, 3.547,70 4.057,10 4.672,80 4.992,40 5.507
Pengelolaan
Sampah, Limbah &
Daur Ulang
F Konstruksi 155.310,00 183.195,90 217.104,90 240.021,70 275.445
G Perdagangan Besar 122.096,70 135.034,20 159.470,80 187.478,10 207.498
& Eceran; Reparasi
Mobil & Sepeda
Motor
H Transportasi & 14.168,10 16.875,60 19.784,10 23.257,20 26.017
Pergudangan
I Penyediaan 3.340,30 3.712,20 4.247,60 5.024,60 5.674
Akomodasi &
Makan Minum
J Informasi & 7.130,30 7.855,20 8.506,60 9.183,60 9.817
Komunikasi
K Jasa Keuangan & 10.740,40 12.107,50 12.996,30 13.760,80 17.247
Asuransi
L Real Estate 30,986,550 37.265,40 44.610,00 49.956,30 57.368
M,N Jasa Perusahaan 137,10 154,00 174,20 187,70 208
0] Administrasi 36.502,90 43.243,40 51.762,90 56.521,50 64.855
Pemerintahan,
Pertahanan &
Jaminan Sosial
P Jasa Pendidikan 25.507,20 30.589,50 36.924,70 41.449,40 47.639
Q Jasa Kesehatan & 12.626,80 13.688,70 15.335,50 16.628,40 18.360
Kegiatan Sosial
R,S,T Jasa lainnya 8.001,00 9.375,40 11.171,10 12.099,40 13.647
U
Jumlah 1.198.179,70 1.359.125,10 1.543.346,90 1.720.548,10 1.929.942

Sumber : *) BPS Kab. Bolaang Mongondow, 2016

**) Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bolaang Mongondow Utara

2015, Bolmut Dalam Angka 2016
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Tabel 2.7

PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tahun 2012-2016

_g::ie Lapangan Usaha Tahun 2012 T2a(:1 lu 3n T2a(:1 lu 4n 'I;‘;l ;’l 5n 'I;‘;l ;’l 6n

A Pertanian, Kehutanan, 555.945,0 582.367,1 604.524,7 616.016,6 639.105
& Perikanan

B Pertambangan & 112.836,3 121.824,7 133.112,3 144.663,9 156.703
Penggalian

C Industri Pengolahan 37.221,1 39.573,7 42.139,4 44.741,9 46.708

D Pengadaan Listrik & 485,1 561,5 620,1 661,8 780
Gas

E Pengadaan Air, 3,254,1 3.516,0 3.788,8 3.969,9 4.136
Pengelolaan Sampabh,
Limbah & Daur Ulang

F Konstruksi 136.016,9 154.965,7 175.922,3 193.651,9 215.891

G Perdagangan Besar & 109.854,0 119.109,7 131.300,2 148.067,8 161.250
Eceran; Reparasi
Mobil & Sepeda Motor

H Transportasi & 12.389,6 13.238,5 14.176,6 15.180,7 16.109
Pergudangan

I Penyediaan Akomodasi 3.143,6 3.338,7 3.566,7 3.881,8 4.016
& Makan Minum

J Informasi & 6.418,1 6.827,0 7.310,2 7.603,0 7.973
Komunikasi

K Jasa Keuangan & 9.847,2 10.574,4 10.930,4 11.233,1 13.520
Asuransi

L Real Estate 30.824,0 33.901,6 37.575,4 40.782,4 44.259

M,N Jasa Perusahaan 125,3 133,8 143,4 151,1 161

0] Administrasi 32.398,8 35249,2 38.696,0 40.760,7 43.912
Pemerintahan,
Pertahanan &
Jaminan Sosial

P Jasa Pendidikan 21.319,8 23.236,2 24.867,4 26.475,1 28.296

Q Jasa Kesehatan & 11.279,7 12.090,7 12.986,9 13.733,2 14.649
Kegiatan Sosial

R,S, Jasa lainnya 7.266,2 7.786,0 8.543,6 8.963,2 9.550

T,U
Jumlah 1.090.624,7 1.168.294,6 1.250.204,5 1.320.468,1 1.407.025

Sumber : *) BPS Kab. Bolaang Mongondow, 2016

Sektor jasa menjadi sektor yang paling dominan disusul dengan
sektor pertanian serta sektor Bangunan. Kondisi ini menggambarkan
bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih
(government expenditure).

bergantung pada

investasi

pemerintah
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Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha PDRB ADHB (%) PDRB ADHK (%)

2012 2013 2014 2015 2016* 2012 2013 2014 2015 2016*
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan 9,45 11,15 10,00 10.22 10.59 5,05 4,75 3,80 4.17 0.93
Pertambangan & Penggalian 13,77 17,62 15,41 16.21 10.09 7,37 7,97 9,27 9.57 8.68
Industri Pengolahan 9,94 11,02 10,89 11.48 15.12 7,73 6,32 6,48 7.01 5.19
Pengadaan Listrik & Gas 6,45 12,33 7,40 7.39 17.39 8,85 15,74 10,44 10.52 6.61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh, 11,20 14,36 15,17 15.21 6.96 6,67 8,05 7,76 7.78 4.92
Limbah & Daur Ulang
Konstruksi 17,87 17,96 18,51 18.51 10.56 12,82 13,93 13,52 12.92 11.60
Perdagangan Besar &  Eceran; 13,98 10,60 18,10 17,56 14.97 7,75 8,43 10,23 10.23 12.77
Reparasi Mobil & Sepeda Motor
Transportasi & Pergudangan 13,79 19,11 17,23 17,56 17.55 6,68 6,85 7,09 7.09 7.07
Penyediaan Akomodasi & Makan 9,01 11,14 14,42 18,29 18.27 5,39 6,20 6,83 6.83 8.80
Minum
Informasi & Komunikasi 11,42 10,17 8,29 7,96 7.95 5,76 6,37 7,08 7.07 4.01
Jasa Keuangan & Asuransi 12,52 12,73 7,34 5,88 5.88 6,53 7,38 3,37 3.38 2.76
Real Estate 3,10 20,26 19,71 11,98 11.98 8,64 9,98 10,84 10.83 8.53
Jasa Perusahaan 12,25 12,29 13,11 12.99 7.47 6,29 6,78 7,23 6.72 5.59
Administrasi Pemerintahan, 16,36 18,47 19,70 16.93 11.78 8,78 8,80 9,78 8.69 6.39
Pertahanan & Jaminan Sosial
Jasa Pendidikan 18,22 19,92 20,71 20.71 12.25 8,12 8,99 7,02 7.02 6.47
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 14,39 8,41 12,03 12.03 8.42 7,25 7,19 7,41 7.41 5.74
Jasa lainnya 13,49 17,18 18,09 18.09 9.29 7,32 7,15 9,73 9.74 4.90

Sumber : *) Litbang, 2016
**) Bolmut Dalam Angka 2016
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Seiring dengan kondisi makro ekonomi secara nasional, kondisi
perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tahun 2016
mengalami tekanan. hal ini terlihat dari kontribusi sektor PDRB yang
sedikit mengalami perlambatan sehingga di tahun 2016 diprediksi
perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (berdasarkan
PDRB ADHK) sebesar 5,78%.

2. PDRB per Kapita
Ditinjau dari jumlah PDRB Perkapita (atas dasar harga berlaku) pada

tahun 2015-2016, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami sedikit
peningkatan. Jika di tahun 2015, nilainya sejumlah Rp19.034.595.50, di
tahun 2016 nilainya meningkat menjadi Rp22.540.619.15. Peningkatan nilai
PDRB per kapita ini secara umum menandakan adanya tingkat pendapatan
masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. Rasio Penduduk Miskin

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2012-2016

Tahun
Uraian Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2016*
(iwa) (%)  (iwa) (%)  (iwa) (%)  (iwa) (%) (iwa) (%)
Penduduk Miskin 5'30 8,01 7'020 9,61 7':(;0 9,27 7.000 9,17 6'951 9,03
Sumber : BPS Kab.Bolaang Mongondow tahun 2016
*) Data belum rilis/ asumsi Bapelitbang/Angka sementara
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

memperhitungkan rasio kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara didasarkan pada identifikasi dan verifikasi warga miskin yang
dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Untuk tahun 2015 sesuai
dengan dokumen SPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara jumlah
warga miskin mencapai 7.000 jiwa atau mencapai 9,17%. Meski angka
ini turun dari tahun sebelumnya namun masih diperlukan usaha yang
cukup keras bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
untuk mencapai target indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD
2014-2018. Untuk tahun 2016, hasil verifikasi data kemiskinan yang
dilakukan oleh Bappeda pada angka 6,519 jiwa dengan tingkat
kemiskinan 9,03%.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi
pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat
antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar
sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus
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kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2016 pada masing-masing
indikator adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia
IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek
peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan
ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan
kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Tabel 2.10
IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2013-2016

Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016*
Indeks Pembangunan Manusia (poin) 62,88 63,67 64,24 64,46 64,63
Angka Harapan Hidup (tahun) 66,58 66,62 66,64 66,84 66,84
Angka Melek Huruf (%) 98,48 98,48 99,28
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 717 7,34 7,44 7,52 7,57
Daya Beli Masyarakat (juta) 15,06 16,35 17,30

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2016
*) Data belum rilis/ asumsi Bapelitbang /Angka sangat sementara

Pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam 3
tahun terakhir relatif cukup baik, hal menunjukkan bahwa bidang
kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan
dibandingkan periode sebelumnya. Namun Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara harus tetap memperhatikan hal-hal penting
untuk mendukung hal tersebut.

Pola hidup bersih dan sehat yang merupakan salah satu
penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat, dan hal ini cukup
sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam
hal peningkatan PHBS serta penyediaan tenaga medis yang memadai.
Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus
tetap ditingkatkan. Penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus
dikawal oleh Pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan daya
beli masyarakat, upaya optimalisasi pusat ekonomi strategis
merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang
masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

2. Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui 3 (tiga)
sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Kualitas pendidikan dan
Efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan
melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung
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sekolah baru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Kualitas
pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan
handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi

pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan
diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.
Tabel 2.11

APM-APK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2013-2016.

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016*

Uraian APM APK APM APK APM APK APM APK APM APK

SD Sederajat 9141 10169 9154 102,68 92,20 104,67 96,88 108,73 96,88 108,73

SMP Sederajat 62,88 9140 71,43 104,28 77,84 98,47 73,67 85,15 73,67 8515

SMA Sederajat 51,77 64,35 65,40 7364 6574 73,64 69,14 99,85 69,14 99,85

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2016
*) Bapelitbang/Angka sementara 2016

Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar
(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor
yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang
pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara. APK adalah indikator untuk mengukur proporsi
anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok
umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM
adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu
kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai
dengan kelompok umurnya.

3. Kesehatan
Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah

untuk mencapai umur panjang yang sehat. peningkatan derajat
kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain: Faktor
lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan
Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat
diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan
factor pelayanan kesehatan.

Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat
kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami
penduduk dari tahun ketahun semakin menurun. Hal ini sejalan
dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai
dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin
mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan
efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang diderita
penduduk akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih awal dan
pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit.
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Sedangkan jika dilihat berdasarkan indikator Angka Harapan
Hidup (AHH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami
pertumbuhan, meski tidak terlalu signifikan yaitu dari 66,64 ditahun
2014 menjadi 66,84 di tahun 2015. Angka harapan hidup adalah
perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang
selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering kali digunakan
untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan
rakyat dibidang kesehatan.

4. Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja

dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan
kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan
kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan
angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan
(menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan
kualitas tenaga kerja).

Tabel 2.12
Nilai TPAK-TPT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2014-2016

Uraian Tahun
2014 2015 2016*
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 56,26 57,73 57,95
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,90 2,95 2,50

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2016
*) Angka sementara/Asumsi Bapelitbang

TPAK merupakan indikator yang menggambarkan seberapa banyak
dari penduduk usia kerja yang aktif bekerja dan aktif mencari pekerjaan.
Pendapatan rumah tangga perlu diberi perhatian lebih, mengingat
dampaknya yang luas terhadap taraf kesejahteraan. Angka Tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun
2015 sebesar 2,95%. Dengan semakin terbukanya lapangan kerja angka
ini diharapkan mengalami penurunan hingga 2,50% pada tahun 2016.
Dalam metode perhitungan ini, bekerja diasumsikan sebagai kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan maksud memperoleh
atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit
1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut
termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu
usaha/kegiatan ekonomi.

Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat
masyarakat yang bekerja namun tidak menghasilkan income yang
memadai. untuk itu wupaya peningkatan kesempatan kerja dan
perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing harus tetap



-7 -

dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari
pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan
formal maupun informal.

5. Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada
perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah
penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan
berdampak  negatif seperti semakin bertambahnya @ tingkat
pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu
meningkatnya angka kriminalitas.

Permasalahan hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
yang menyangkut pelanggaran hukum perkara biasa dan singkat
mencapai 94 perkara dan sudah diselesaikan melalui lembaga
persidangan sebanyak 14 perkara, melalui mediasi kekeluargaan
sebanyak 70 perkara, sementara 10 perkara masih merupakan
tunggakan pihak kepolisian (dalam proses) penyelesaian. (Polsek Urban
Kaidipang, 2017).

C. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha
meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya
dan olahraga. Sedangkan dari bidang keolahragaan meski tidak terlalu
signifikan tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan terlihat dari jumlah
organisasi olahraga yang bertambah menjadi 27 dibanding tahun lalu
yang hanya 13 organisasi. Animo masyarakat untuk berolahraga juga
meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering
digelar pemerintah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta,
prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat
pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan
fokus layanan urusan pilihan.

A. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kinerja urusan pendidikan
selama tahun 2016 dapat terlihat dari jumlah kualitas gedung/ruang
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Tabel 2.13
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2017*

kelas, rasio guru dan ruang kelas terhadap murid serta jumlah guru
yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Kondisi sampai dengan Tahun

No. Indikator Kinerja Satuan
2013 2014 2015 2016 2017*
1 3 4 5 6 7 8

APK SD Sederajat Persen 76.00 82.00 116.51 116.33 100.20
APK SMP Sederajat Persen 54.00 60.00 3.71 107.51 107.65
APK SMA/SMK Sederajat Persen 60.00 70.00 13.03 98.51 103.45
APM SD Sederajat Persen 63.00 75.00 2.33 82.15 84.76
APM SMP Sederajat Persen 52.00 54.00 4.55 83.83 79.46
APM SMA/SMK Sederajat Persen 47.00 49.72 2.90 77.33 75.83
Meningkatnya rata-rata lama | Tahun 6.00 6.00 7.00 7.52 8.00
sekolah
Meningkatnya Angka Kelulusan | Persen 93.42 99.90 9.07 100.00 100.00
SD Sederajat
Meningkatnya Angka Kelulusan | Persen 93.42 99.90 9.09 99.10 99.75
SMP Sederajat
Meningkatnya Angka Kelulusan | Persen 95.00 98.86 8.75 98.28 99.25
SMA/SMK Sederajat
Menurunnya Angka Mengulang | Persen 0.48 0.30 0.21 0.18 0.12
Kelas SD Sederajat

Menurunnya Angka Mengulang | Persen 0.48 0.30 0.28 0.26 0.18
Kelas SMP Sederajat

Menurunnya Angka Putus | Persen 0.37 0.32 0.30 0.13 0.10
Sekolah SD Sederajat

Menurunnya Angka Putus | Persen 0.24 0.37 0.26 0.29 0.20
Sekolah SMP Sederajat

Menurunnya Angka Putus | Persen 0.40 0.38 0.38 0.36 0.20
Sekolah SMA/SMK Sederajat

Meningkatnya  Angka  Melek | Persen 89.00 95.00 96.00 99.60 99.75
huruf
Tingkat Kuantitas Pendidik | Orang 250.00 350.00 405.00 499.00 500.00
Pendidikan Anak Usia Dini
Tingkat Kuantitas Peserta Didik | Orang | 1,360.00 | 2,937.00 | 3,237.00 | 4,499.00 | 4,479.00
Anak Usia dini

Meningkatnya jumlah prestasi | Persen 36.00 44.16 53.14 70.00 80.00
siswa dalam kegiatan

ekstrakurikuler
Jumlah/jenis even yang | Jenis 1.00 2.00 3.00 3.00 4.00
berprestasi dibidang olahraga,

seni dan budaya
Jumlah/jenis even yang | Jenis 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00
berprestasi dibidang IPTEK

Meningkatkan Jumlah Sekolah | Persen 49.23 59.23 74.62 61.21 70.00
yang terakreditasi

Memperkuat Kurikulum 2013 | Persen - - - 26.72 60.18
dan pelaksanaannya

Meningkatkan Kualifikasi Guru Persen 37.93 40.09 40.12 80.75 70.31
Jumlah guru yang tersertifikasi Orang 291.00 375.00 482.00 547.00 451.00

*) Angka sementara

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017
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Berdasarkan dokumen Profil Daerah untuk ketersediaan sarana
prasarana pendidikan sampai pada tahun 2016 terdata sbb: sekolah
TK negeri sejumlah 1 unit, TK swasta 75 unit; jumlah Sekolah Luar
Biasa Negeri (SLBN) O unit, jumlah SLB swasta O unit; Sekolah Dasar
Negeri sebanyak 86 unit, SD Swasta 2 unit; jumlah sekolah Lanjut
Tingkat Pertama Negeri (SMPN) 20 unit, SMP Swasta 0 unit; Sekolah
Lanjut Tingkat Atas Negeri (SMAN) sebanyak 4 unit, SMA Swasta O
unit, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Unit, Sekolah Menengah
Kejuruan Swasta 2 Unit, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) O buah, PT
Swasta 1 unit.

Untuk kualitas tenaga pengajar jika dilihat melalui kualifikasi
lulusan, rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun
2016 ini yakni 814 guru atau 76,07% 